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BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEROLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

b.

4.

(SLTP) NEGERI 3 RKALIMANAR
DAN
SEROLAH LANJUTAN PERTAMA (S..TP)
NEGERI 3 KEMARGKON

BUPATT PURBALINGGA,

bahwa untuk menunjang peclaiisanaan Waijib Belajan
Pendidikan Dasar 8 Tahun dan meningkalkan dayan
tampung Sekolah Lanjutun Tingkal Perltumsa (SLTI')
perlu membentuk 2 (dun) buah Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Negeri di Kccamatun Kalimanah
dan Kecamatan Kemangkon ;
bahwa sehubungan dengan hul sebagaiasmnana dimak -
sud huruf a, perlu ditetapkan dengan EKeputusan
Bupati. '

Undang-undang Nomor 13 [abun 1950 tentarnt
Pembentukan Daerah-dacrul Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, ( Berity

Negara Nomor 42 Tahun 1950 Y

Undang-undang Nomor 2 Taliin 198Q tenlang Sistoen
Perndidikan Nasional ( lLembaran Negara Tabun

1969 Nomor 60, Tambahau l.cmbaran Negara Nomor
3390 )

Undangg-undangg Nomor 272 Tuhun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lemburan Negara Republ ik
Indonesia Tahan 1999 Nomor 60, Tambalion

Lembaran Negara Republik Indonesia Noumor 38247

Undargg-undang Nomor , 295 tahun 1899 tenlang
Perimbangan Keuangan Antura Pusat dan Daernh
(Lembaran Negara Republik londonesia Tahun Q0
Nomor 75, Tambahan Lembhiuvun Negars Republik
Indonesia Nomor 3852);

Peraturan [Pemerintah Nowor %8 Tahun 1990 ten
tang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembar-
an Nejpgara Republik Indoncsia Nomor 3412):
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6. Peraturan Pemerintal Nomor 25 Tahun 2001
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang g,
Propinsi Sebagai Daerahh Otonom (Lembaran Neprrs
Republik Indonesisa Tahun 2000 Nomor H1
Trumbahan Lembaran Negara  Republik Indoneain
Nomor 3852);

7. Peracuran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
Lentang  Pedoman Organisasi Perangkat Daeral
(Lembaran Negara Repuby | ik Indonesin Tahun 2000

Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupat.cn Purbalingga Nomor 20
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas Dacrah,{ Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga No . 027 Tanggal 16
Desember 2000 Seri D Nomor 23 3

9. Keputusan Bupati Purbulingga Nomor 24 Tahun
2001 tentang Penjabarun Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas-dinas Daerah ( Lembaran Daeral Kabupaten
Purbalingga No. 24 Tangsal 16 Juli 2001 Seri D
Nowor 22 );

10 .Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun
2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Unit Sckolahan pada Ding:; Pendidikan ( Lembarun
Dacrah Kabupaten Purbu]iuugn Nomor 13 tanggal

' 26 Juni 2002 Seri D Nomor 13 )

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGRAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 3
KALIMANAH DAN SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA (SLTP)
NEGERI 3 KEMANGEON.

Dalam Keputusan inj yang dimaksud dengan

a. Bupati adalah Bupati Purbalingga

b. Dinas Pendidikan adalah Dinasg Pendidikan Kal,
paten Purbalingga

¢. hepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas e
didikan Kabupaten Purbnlingga.
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Pasal 2
Dengan Keputusan i dibentuk

a. Sekolah Lanjutan Tinghka!. Pertara (SLTD) Negor i
3 Ralimanah di Desa Kedungwuluh

b. Sekolah Lanjutan Tingkal Pertama (SLTP) Nepord
3 Remangkon di Desa Kedungthenda .

Pasal 3

Redudukaa, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organiocoeai
dan Tatakerja SLTP sebagnimana dimalsud pada Dasa)
2 Keputusan ini diatur sesuai +dengan  peraturan
perundang-undangan yang bLerlaku.

Pasal 4

(4) Tindak lanjut Keputu=nn ini diatur lebih lan
Jul oleh Bupati.

(2) Bupati dapat menugask:n cclaksanaan  Keputusan
ini kepada Kepala Dinus Pendidikan  dan alau
pejabat lain yang ditunjok.

Pasal 5

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal undang-
kan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan pengundanganny a
dalam Lembaran Daerah. '

apkan di Purbalingga
anggal 8 Juli 2000

ten Purbelingga
8 Juli 200: Scri D lo. 106
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